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Timpangnya Penerimaan dari Sektor Sawit Bagi Daerah. Tidak
dimasukkannya sawit dalam sumber Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber
daya alam dan belum adanya skema DBH yang bersumber dari pungutan
ekspor dan bea keluar sawit menjadi penyebab rendahnya penerimaan yang
diperoleh daerah dibandingkan dengan pusat

Madani Insight Volume VIII: Nilai Ketimpangan Ekonomi di Sektor Perkebunan Sawit

Potensi Nilai Pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor
Sawit yang Hilang di Riau dan Kalimantan Barat. Potensi pungutan PNBP
yang hilang tahun 2019 dan 2020 khususnya dalam pelayanan proses
pemberian izin HGU untuk Provinsi Riau dan Kalimantan Barat masing-
masing  adalah senilai 191 miliar rupiah dan dan 660 miliar rupiah

Antara Nilai Potensi Pungutan PNBP yang Hilang dan Kebutuhan Esensial
Pembangunan Riau dan Kalimantan Barat. Nilai potensi pungutan PNBP dari
sektor sawit yang hilang setara dengan beberapa kebutuhan esensial
pembangunan di dua provinsi seperti biaya alokasi dana desa maupun biaya
untuk peningkatan kapasitas petani sawit.
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   KESIMPULAN 



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk

Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya

menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan

(pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk

mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.
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